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PUTUSAN
Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.PI;.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili

perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 24 November 1989,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten
Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili
elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com,
sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 14 Desember 1990,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai
Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Jawa

Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di
persidangan;
Telah membaca Putusan Sela Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Plj. tanggal 4
Agustus 2022
DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini
sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.PI;.
tanggal 4 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI
1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah
pelengkap dengan lafal “Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah
saya bersumpah, bahwa apa saja yang saya dalilkan dalam gugatan saya
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dan yang telah saya sampaikan dalam persidangan perkara cerai gugat
ini, sejak sidang pertama sampai sidang hari ini adalah benar, tidak lain
dari yang sebenarnya, mengenai antara Penggugat dan Tergugat benar
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat
tinggal sebagaimana yang saya dalilkan dalam gugatan saya.";

2. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan
akhir;

Bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2022 telah
menyatakan kesanggupannya untuk mengucapkan sumpah yang diperintahkan
dan dibebankan kepadanya, selanjutnya pada hari itu juga Penggugat
mengucapkan sumpah dimaksud yang isinya sebagaimana tertuang dalam
Putusan Sela Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.PIj. tanggal 4 Agustus 2022;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya semula
ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat
dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam
putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam
Putusan Sela Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.PIj. tanggal 4 Agustus 2022 secara
mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak
sepenuhnya dibuktikan (in casu tidak mencapai batas minimal pembuktian) dan
juga tidak sepenuhnya tanpa bukti (karena ada keterangan satu orang saksi),
serta tidak ada kemungkinan atau jalan lain untuk menguatkannya dengan
upaya bukti lain, maka Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan
Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir eed) yang
bersifat sempurna sebagaimana diatur oleh Pasal 182 R.Bg. jo. Pasal 1940
KUHPerdata, yang kemudian diucapkan oleh Penggugat di persidangan;
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Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap
(suppletoir eed) oleh Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut
sepanjang menyangkut alasan untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung
oleh keterangan satu orang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap
(suppletoir eed) dari Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk mendukung dalil-dalil
permohonannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian
sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Penggugat, bukti P,
keterangan satu saksi yang dilengkapi dengan sumpah pelengkap (suppletoir
eed) yang diucapkan oleh Penggugat dalam perkara ini yang satu dengan yang
lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto
Baru, Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sukar untuk rukun kembali

dalam rumah tangga;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
bulan Mei 2022
4, Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah

diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah
supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum
dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka,
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maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh
petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua),
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan
dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah
antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada
angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat
dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari
keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama
persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami
dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama,
dan adanya fakta atau peristiwva yang mengindikasikan bahwa rumah tangga
para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak
perpisahan tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi,
saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing
laiknya suami istri, keduanya juga tidak pernah lagi tinggal bersama
sebagaimana laiknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga, hal
mana merupakan indikasi rumah tangga yang telah pecah dan sudah sulit
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dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri,
sehingga telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan
bahwa : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak
dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017
tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus,
saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing
sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat
dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan tidak lagi saling
melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi
komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan
dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula
upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan
lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk
tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya
rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan
pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an
surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

g04] T80t 53051 1p8uudil 10,3 oS50 15 001 3t1E D cpes

w E
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan
(mafsadat) yang lebih besar daripada kebaikan (maslahat)nya, oleh karena itu
kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang
berbunyi :
ixbliang 8oio ol 1508 .las)l > o el duwlioll €5

WL 8umaall g5 pod
Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih

kebaikan (maslahat). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan
kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan
di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah
mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan
rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif
dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang
sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim
perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang
termuat dalam kitab al-Igna’ Juz Il halaman 133 yang selanjutnya diambil alih

sebagap pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

aills o)l ade §lb lgg i) a> o3l axt, pac sl olg

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang
suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah
(broken marriage), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
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antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga),
oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh
petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, dan oleh
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap petitum Penggugat pada
angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan
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dengan 6 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.l. sebagai
Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc., M.H. dan Ahmad Fathoni, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasril, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zamzami Saleh, Lc., M.H. Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Ahmad Fathoni, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Jasril, S.H.

Perincian Biaya:
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya ATK " Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan " Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai " Rp 10.000,00
Jumlah Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



